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ABSTRACT
Background: In providing services, medical professionals have to be aware of social norms, ethics and laws. Behaviors
violate those regulations attract public attention and can lead to medical malpractice allegations. This study aimed to
explore public opinion on medical malpractice, which was analyzed base on medical ethic principles.
Method: Toanswertheresearchquestion,descriptiveandqualitativeonlinesurveyhadbeenconductedfromNovember2009toOctober2010,
whichusedstructuredandopen-endedquestionnaire.Theparticipantswereobtainedbyemployingnon-probabilityconveniencesampling.Later,
thequantitativedatawasanalyzeddescriptively,andthequalitativedatawasanalyzedthematicallyandpresentednarratively.
Results: Ingeneral,publicopiniononmalpracticeissimilartotheprinciplesofmedicalethics.Theybelievethatwrongprocedures,diagnosis
andtreatmentsarefactorsofthemalpractice.However,theparticipantsadoptmoreconsequentialismphilosophy,whichemphasizeonoutcome
ofpatientsandlackofconsiderationwhatthedoctorshasdonebaseonmedicalstandards.Moreover,participants’explanationsonmedical
malpracticereflectdissatisfactionofmedicalserviceswhichmayduetolowqualityofinformationandattitudeofdoctorsandotherstaffsin
providingservices.
Conclusion:Toimprovepublicopiniononmedicalserviceandpreventmedicalmalpracticeallegation,doctorsandotherstaffshavetoobey
professionalstandardsandethics,providingadequateinformationandgoodcommunication.
Keywords:medicalmalpractice,ethics,publicopinion.
ABSTRAK
Latar Belakang: Dalam menjalankan profesinya, dokter harus taat pada norma-norma sosial, etika profesi dan
hukum. Pelanggaran akan nilai-nilai tersebut dapatmenjadi sorotanmasyarakat, dan bisa berlanjut kepada tuduhan
malpraktekkedokteran.Penelitianinidilakukanuntukmenilaiopinimasyarakattentangmalpraktekkedokteranyangdianalisis
berdasarkan prinsip-prinsip etikakedokteran.
Metode:Untuk menjawab tujuan penelitian ini telah dilakukan online survei deskriptif dan kualitatif pada bulan November
2009-Oktober 2010, dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan pertanyaan terbuka. Responden didapatkan dengan
teknik sampling non-probabilitas convenience sampling.Datadianalisismenggunakan prinsip-prinsip etika kedokteransecara
deskriptif. Data kualitatif juga dilakukan analisa tematik serta ditampilkan dalam bentuk narasi.
Hasil: Secara umum opini masyarakat tentang malpraktek kedokteran sesuai dengan pandangan prinsip-prinsip etika
kedokteran. Masyarakat berpendapat bahwa terjadinya malpraktek ada unsur kesalahan prosedur atau diagnosis dan
penatalaksanaan. Namun, mereka cenderung pada filosofis konsekuentialis yang lebih menitikberatkan kepada akibat yang
dialami oleh pasien yang kurang mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dokter berdasarkan standar medis. Bahkan,
ungkapan responden yang dianggapnya sebagai malpraktek lebih disebabkan karena ketidakpuasannya terhadap pelayanan
yangdiberikan.Ketidakpuasantersebut timbulakibat rendahnyakualitas informasidansikapkomunikasidokterdanpetugas
dalammelakukanpelayanan.
Kesimpulan:Untukmemperbaikiopinimasyarakatdanmencegahberbagai tuduhanmalpraktek,dokterdanpetugaskesehatan
harusmentaati etikadanstandarprofesidalammelakukanpelayanan, sertamemberikaninformasiyangcukupdankomunikasi
yang baik dengan pasien.
Katakunci: malpraktekkedokteran, etika, danopinimasyarakat
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PENDAHULUAN
Dalam menjalankan profesinya, dokter harus
berpedoman pada standar dan etika profesi. Etika
kedokteran tersebut merupakan salah satu aplikasi dari
filosofi etika. Oleh karena itu, teori-teori filosofi etika
menjadi landasan berpijak dari etika kedokteran, yaitu
consequantialism (konsekuentialisme), deontologism
(deontologisme) dan virtues of ethics (virtue etik).1-4
Konsekuentialis menilai baik buruk suatu perbuatan
berdasarkan akibat dari perbuatan itu, bukan
berdasarkan proses atau prosedur tindakan yang
dilakukan. Berdasarkan sudut pandang konsekuantialis,
suatu tindakan dikatakan salah jika efek yang
ditimbulkannya adalah buruk. Sebaliknya, deontologis
melihat baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan
prosedur atau proses perbuatan tersebut. Dalam menilai
benar atau salah suatu tindakan medis, deontologis
berpijak pada standar profesi baku dari pada kondisi
pasien akibat tindakan tersebut. Sedangkan virtuis
menilai bahwa baik buruknya suatu tindakan dinilai
berdasarkan nurani atau niat dari si pelaku. Dalam hal
ini, meskipun sulit dinilai, virtuis akan menilai suatu
tindakan tersebut adalah salah jika niat dan tujuan si
pelaku melakukannya adalah untuk kejahatan,
meskipun yang ia lakukan sesuai dengan prosedur yang
benar dan akhirnya tidak menimbulkan dampak
negatif.1-4 Landasan filosofis ini perlu dimengerti untuk
menilai dan menganalisis pandangan masyarakat
nantinya terhadap tindakan medis. Selain itu, oleh
karena landasan filosofis dalam prakteknya selalu terkait
satu sama lain dalam menilai suatu tindakan medis
yang diterapkan kasus per-kasus atau bahkan sesuai
norma dan hukum dimana kasus itu terjadi.5,6
Etika kedokteran dan kode etik profesi medis didasarkan
atas prinsip-prinsip beneficence/ non-maleficence
(memberikan manfaat/ dan tidak memperburuk
keadaan), respect for the autonomy (menghormati hak-hak
pasien), justice (keadilan) dan personal integrity (integritas
pribadi tenaga medis).6,7 Perilaku yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu
malpraktek kedokteran.6,7
Di Indonesia, masyarakat mulai mengkritisi dan
memberikan perhatian serius terhadap perilaku dan
tindakan profesional tenaga kesehatan. Masyarakat
meningkat kesadarannya akan hak-haknya sebagai
pasien saat mendapatkan pelayanan kesehatan,
khususnya sejak dikeluarkannya Undang-Undang
No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.8
Dengan merujuk pada UU tersebut, masyarakat
makin sadar bahwa dokter dapat dituntut ke
pengadilan bila dicurigai melakukan tindakan yang
melanggar etika atau hukum.9 Tentunya, bila
kesadaran akan hak dan tuntutan yang berlebihan
tersebut bila tidak diiringi dengan pemahaman yang
cukup tentang sistem dan kondisi pelayanan
kesehatan, maka ketidakpuasan akan pelayanan
kesehatan dengan mudah memberikan tuduhan
malpraktek.
Penelitian ini dilakukan untuk menilai bagaimana
opini atau pandangan masyarakat tentang
malpraktek kedokteran, yang dianalisis dengan
menggunakan prinsip-prinsip etika kedokteran.
METODE
Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2009
sampai dengan Oktober 2010. Metode
pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei
online, dengan fasilitas eSurveysPro dan menggunakan
kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, yang
mana sebagian data-data yang dikumpulkan bersifat
kualitatif, dengan menggunakan pertanyaan terbuka
sehingga responden bisa mengemukakan
pendapatnya secara bebas dan terbuka terhadap isu
yang ditanyakan, dan tidak dibatasi pada isian atau
skala tertentu.
Responden penelitian didapatkan dengan
menggunakan sampling non-probabilitas convenience
sampling, yakni kesediaan responden secara sukarela
untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
Responden diundang untuk berpartisipasi pada
penelitian ini melalui email langsung dan mailing list.
Alasan menggunakan metode survei online dan
metode sampling non-probabilitas convenience
sampling adalah untuk mendapatkan cakupan yang
lebih luas di seluruh Indonesia. Selain itu, karena
sifat data yang diharapkan adalah opini atau pendapat
terbuka, sehingga reponden yang mau berpartisipasi
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Tabel 1. Karakteristik responden
pada penelitian ini adalah mereka yang mau
memberikan pendapat mereka tentang isu yang
ditanyakan. Pertimbangan etika suatu penelitian juga
menjadi alasan dipilihnya metode ini, karena untuk
memberikan respon pada suatu penelitian sosio-medis,
seharusnya reponden
memberikan persetujuan dan tanpa paksaan. Dengan
menggunakan metode ini, syarat etika penelitian
terpenuhi.
Sebelum dilakukan pengolahan data, respon yang akan
diolah harus memenuhi syarat untuk dilakukan
pengolahan data, yaitu pengisian data lengkap dan tidak
terjadi pengisian ganda (yang ditandai dengan identitas
responden dan IP address komputer yang sama). Selain
itu, untuk menghindari bias opini masyarakat,
responden yang berprofesi sebagai dokter juga dieksklusi
dari pengolahan data.
Selanjutnya data kuantitatif dianalisis secara deskriptif,
sedangkan data kualitatif dilakukan analisis tematik.
Data kuat pendukung juga ditampilkan dalam bentuk
narasi. Data dianalisis dengan menggunakan
pendekatan prinsip-prinsip etika kedokteran.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Didapatkan146 responden yang memenuhi syarat
untuk diolah datanya. Responden penelitian ini
tersebar hampir pada semua wilayah Indonesia, seperti
di Jakarta, kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara,
Kepulauan Maluku dan Papua dan ada juga yang berada
di luar negeri.
Responden berusia dari 25 hingga diatas 45 tahun,
yang terbanyak berkisar >30-35 tahun (34,93%).
Distribusi gender responden terdiri dari 56,85% laki-
laki dan 43,15% perempuan. Sedangkan profesi
responden terbanyak adalah dosen (62,32%) dan PNS
Non-Guru/ Dosen (20,54%), seperti yang dapat dilihat
pada Tabel 1.
Dari total 146 responden tersebut, 138 (94,5%) merasa
tahu tentang apa yang dimaksud dengan malpraktek
kedokteran. Dari 138 responden tersebut, 84,05%
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Tabel 2. Sumber informasi tentang malpraktek kedokteran
mengemukakan bahwa mereka mendapat pengetahuan
tentang malpraktek dari media massa (Tabel 2).
Berdasarkan informasi yang didapatnya di media massa
tersebut, umumnya (81,16%) responden berpendapat
bahwa malpraktek cukup banyak terjadi.
Secara umum responden berpendapat bahwa
malpraktek kedokteran merupakan kesalahan yang
dilakukan oleh dokter sehingga berakibat buruk bagi
pasien. Sebagaimana halnya responden
mengungkapkan, bahwa malpraktek kedokteran adalah:
“Adanya upaya dari tenaga medis yang mengadakan
kegiatan praktek kedokteran yang tidak sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam etika
kedokteran, termasuk demi untuk memperoleh uang
semata tanpa memikirkan risiko dan akibat yang
terburuk bagi pasien”. (R1)
Beberapa aspek tematik yang sering diungkapkan oleh
responden yang disebut sebagai malpraktek adalah
mengakibatkan kondisi pasien bertambah buruk,
kecacatan atau fatal (34,06%), seperti terlihat pada
Tabel 3.
Responden juga menilai bahwa malpraktek kedokteran
ada unsur kesalahan prosedur dalam pengobatan
(22,63%), tidak sesuai SOP (22,46%) ataupun
kesalahan dalam diagnosis dan pemeriksaan (16,67%).
Sebagaimana beberapa responden menerangkan:
“Kesalahan yang dilakukan oleh tenaga paramedis,
baik dokter atau perawat dalam menangani
pasien,misalnya kesalahan pemberian suntikan dan
dosis obat”. (R78)
“Salah diagnosis dan salah ambil tindakan karena
kecerobohan dokter/ perawat”. (R126)
Akan tetapi responden menitikberatkan kepada kondisi
akhir pasien tanpa adanya penjelasan mengenai riwayat
dan perjalanan penyakitnya. Responden menilai apa
yang dipahaminya sebagai malpraktek kedokteran
berdasarkan akibat yang dialami oleh pasien, tanpa
melihat tindakan yang telah dilakukan dokter. Bahkan
beberapa responden menegaskan, bahwa malpraktek
adalah:
“Kesalahan dalam penanganan pasien yang sakit
sehingga pasien semakin parah atau meninggal dunia.
Kesalahan ini tentunya tidak disengaja kalau
disengaja bukan malpraktek [namanya], tapi
penganiayaan”. (R3)
“Tindakan dokter yang semula dimaksudkan untuk
menyembuhkan suatu penyakit, tetapi ternyata
mengakibatkan penyakit tersebut tambah parah atau
timbul penyakit lain”. (R66)
“Keadaan dimana penyakit yang dialami seorang
pasien menjadi semakin parah atau bahkan pasien
tersebut meninggal akibat kesalahan pihak rumah
sakit atau dokter dalam memberikan penanganan
atau diagnosis terhadap penyakit tersebut”. (R136)
Meskipun responden menilai bahwa malpraktek
kedokteran ada unsur kesalahan prosedur atau
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Tabel 3. Opini responden tentang malpraktek
pengobatan, tetapi yang selalu dititik beratkan adalah
kondisi pasien yang menjadi lebih buruk. Sebagaimana
yang lainnya mengungkapkan:
“Kesalahan tindakan ataupun prosedur yang
dilakukan dokter/ tim dokter/ para medis/ rumah
sakit terhadap pasien, yang merugikan pasien yang
sering berdampak fatal seperti cacat permanen pada
pasien atau malah meninggal dunia”. (R18)
“Kesalahan prosedur dan atau tindakan medis yang
dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya yang
berefek buruk terhadap pasiennya”. (R133)
Berdasarkan pemahaman responden mengenai apa yang
dimaksud dengan malpraktek kedokteran, sebanyak 33
responden (23,91%) mengaku pernah menjadi pihak
korban dari malpraktek kedokteran, baik yang dialami
sendiri ataupun yang dialami keluarganya. Bentuk
pengalaman terbanyak yang dianggap sebagai malpraktek
oleh responden secara tematik adalah kondisi pasien
menjadi lebih buruk setelah pengobatan (21,21%),
kesalahan diagnosis (15,15%), dan kesalahan pemberian
obat (15,15%). Kasus-kasus lain, meskipun tidak banyak
dilaporkan responden juga harus menjadi perhatian
misalnya kelengkapan alat atau bahan medis untuk
melakukan tindakan, tindakan tanpa persetujuan dan
bahan atau alat kedokteran yang tertinggal setelah
tindakan, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Sebagian besar pengalaman yang dimaksud dengan
malpraktek lebih menitikberatkan pada rasa tidak puas
akibat pelayanan dan kondisi memburuk setelah
dilakukan pengobatan atau penatalaksanaan. Tidak
jarang ungkapan responden tersebut jelas terlihat
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Tabel 4. Bentuk-bentuk kasus malpraktek menurut pengalaman responden
ketidakmengertiannya tentang penyakit yang diderita
danpelayanan yang dilakukan sehingga sebagaiungkapan
ketidakpuasan tersebut mengatakan kasus yang
dialaminya merupakan malpraktek, misalnya:
“Mertua saya sakit komplikasi jantung dan diabetes.
Dokter selalu memberi obat yang reaksi obatnya hanya
menghilangkan rasa sakit dan pemberian obat yang
membuat ketergantungan. Akibatnya membuat organ
tubuh lain diserang penyakit yaitu ginjal”. (RP2)
“Anggota keluarga yang kena kanker payudara yang
harus menjalani kemoterapi setelah operasi di salah
satu RS di kota P. Pada kemoterapi pertama, langsung
dilakukan oleh perawat yang didampingi oleh dokter
bedah tersebut tapi pada saat kemo yang kedua tidak
didampingi oleh dokter bedah tersebut, maka terjadinya
kerusakan jaringan sel di lengan tempat penyuntikan
kemo tersebut sehingga kulit dan daging di lengan
tersebut hangus seperti kebakar, setelah komplain ke
dokter tersebut hanya diberi obat dan tidak ada
pertanggungjawaban dokter tersebut begitu juga RS
tempat melakukan kemo. Pada kemo yang ketiga, juga
didampingi oleh dokter tersebut dan terjadi juga seperti
yang ke dua yang sampai akhirnya lengan tersebut
lama kelamaan dagingnya mulai habis dan
mengeluarkan bau yang tidak sedap”. (RP7)
“Ayah saya terkena tumor usus besar sehingga harus
dilakukan operasi untuk memotong tumor yang
sepanjang 10 cm dari usus besar hingga anus. Operasi
berjalan lancar dan dilanjutkan kemoterapi, namun
kemudian urat saraf yang berhubungan dengan testis
mungkin terpotong, kenyataannya ayah saya
kemudian tidak dapat ereksi dan tidak dapat
berhubungan badan, hal ini akhirnya mengakibatkan
ayah saya patah semangat, dan kini ayah saya
menderita stroke”. (RP8)
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Penjelasan yang tidak baik atau tidak dipahami pasien,
bila muncul kondisi yang tidak diinginkan juga bisa
menimbulkan tuduhan negatif atau malah dianggap
sebagai malpraktek. Misalnya, sebagaimana responden
mengungkapkan:
“Pada saat itu anak saya yang kalau tidak salah
baru berumur kurang dari setahun mengeluarkan
seperti ‘usus’ setelah mencret...seperti benjolan di
dubur...karena panik dari duburnya keluar sesuatu itu,
saya bawa ke UGD..eh...langsung diinfus dan dirawat
inap. Kebetulan hari raya, dokter ga ada...dua hari
dibolehin pulang, para dokter ga bisa jelasin anak
saya kenapa..katanya prolap ususlah, dan lainnya
ngomong berbelit-belit tak bisa dimengerti. Trus disuruh
rawat jalan..ke dokter anak..dioper ke dokter bedah..ga
jelas hubungannya... karenanya saya hentikan, karena
sepertinya prosedurnya ga jelas dan dokter-dokter ngga
tau atau pura-pura ngga tau apa sebab dan
bagaimana penanggulanginya.. yang jelas, semua harus
bayar mahal...”. (RP30)
“Anak saya yang saat itu demam berdarah pada usia
1 tahun disarankan untuk tinggal, langsung membuka
infus tanpa konsultasi terlebih dahulu, menakut-
nakuti kami sebagai orang tua. Yang mana menurut
pendapat saya lebih baik dirawat di rumah dimana
dia akan merasa aman dan cepat sembuh,
dibandingkan di suasana baru yang akan menambah
stres anak dan memperlambat kesembuhan”. (RP25)
Secara umum apa yang dipahami masyarakat sebagai
malpraktek kedokteran sesuai dengan pandangan ilmu
etika kedokteran, yaitu perilaku yang bertentangan
dengan prinsip kemanfaatan/tidak memperburuk
keadaan, integritas, menghormati hak-hak pasien, dan
keadilan. Secara teoritis, responden menilai bahwa
malpraktek kedokteran ada unsur kesalahan prosedur
dalam pengobatan (22,63%), tidak sesuai SOP (22,46%)
ataupun kesalahan dalam diagnosis dan pemeriksaan
(16,67%). Akan tetapi mereka lebih menitikberatkan
kepada kondisi akhir pasien tanpa penjelasan riwayat
dan perjalanan penyakitnya. Sebagian menilai apa yang
dipahaminya sebagai malpraktekkedokteran berdasarkan
akibat yang dialami oleh pasien, tanpa melihat tindakan
yang telah dilakukan dokter. Meskipun unsure kesalahan
prosedur atau pengobatan dipertimbangkan, tetapi yang
selalu dititikberatkan adalah kondisi pasien yang menjadi
lebih buruk.
Dengan demikian, terlihat bahwa masyarakat lebih
mengadopsi nilai filosofis konsekuentialis yang lebih
menitikberatkan pada kondisi akhir pasien dan kurang
mempertimbangkan prosedur dan tindakan yang telah
dilakukan oleh dokter berdasarkan nilai-nilai moral dan
standar medis. Sebaliknya, dalam prinsip etika
kedokteran, penilaian tindakan sebagai malpraktek
kedokteran dilakukan secara obyektif. Kondisi yang
buruk setelah dilakukan pengobatan atau tindakan
operatif tidaklah dapat disimpulkan akibat kesalahan
medis.10-12 Kondisi yang memburuk setelah dilakukan
penatalaksanaan tersebut perlu dilihat apakah memang
telah terjadi kesalahan prosedur penatalaksanaan
tersebut yang tidak sesuai dengan standar medis untuk
kasus tersebut, seperti obat yang tidak sesuai, dosis yang
tidak sesuai, dan efek samping obat akibat tidak
adekuatnya anamnesis pasien.11
Terdapat kasus-kasus yang menjadi perhatian dokter,
rumah sakit, dan petugas kesehatan lainnya, seperti
ketidaksiapan alat dan tidak adanya persetujuan sebelum
dilakukannya penatalaksanaan. Hal ini tentu perlu
dicermati, karena tidak hanya menimbulkan tuntutan
malpraktek malah mencerminkan tidak bermutunya
pelayanan yang diberikan. Padahal, khususnya
persetujuan pasien atau keluarga merupakan langkah
sederhana yang dapat mengurangi berbagai tuntutan
malpraktek.13,14
Akan tetapi, pandangan masyarakat tentang apa yang
dimaksud dengan pengalaman malpraktek lebih banyak
merupakan ungkapan ketidakpuasannya terhadap
pelayanan kesehatan (RP2, 7 dan 8). Masyarakat tidak
mengerti tentang penyakit yang diderita serta prosedur
tindakan atau pengobatanyang telah dilakukan. Terlihat,
dari rangkaian kalimat yang diungkapkan responden
antara satu fakta (kalimat) dengan fakta berikutnya,
dalam pandangan ilmu kedokteran tidak berhubungan.
Hal ini tentu adalah akibat dari rendahnya kualitas
komunikasi dan penjelasan yang diberikan dokter
sebelum melakukan tindakan tersebut. Akibatnya,
pasien berprasangka dan bahkan menuduh kondisi jelek
yang muncul setelah itu adalah akibat tindakan tersebut.
Pasien tentu tidak punya pengetahuan tentang
perjalanan penyakit dan komplikasi penyakit primernya,
sehingga bila hal ini tidak dijelaskan pada pasien, dan
komplikasi tersebut muncul semasa pengobatan, maka
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tidak terlalu disalahkan apabila pasien atau masyarakat
menyalahkan dokter dan pihak rumah sakit.
Begitu juga misalnya, reaksi alergi obat yang
menyebabkan bengkak lidah dan mulut bisa juga
dituduh sebagai tindakan malpraktek akibat kelebihan
obat (RP12). Padahal reaksi ini bisa terjadi akibat reaksi
alergi obat, meskipun pengobatan telah tepat dosis.
Jika riwayat alergi obat telah ditanyakan dan telah
memberikan obat yang tepat, kemudian masih muncul
reaksi alergi, secara medis dokter telah melakukan sesuai
standar. Jika hal ini tidak dilakukan, tentunya ini
merupakan kesalahan dokter tidak menggali riwayat
alergi obat sebelum pemberian obat, bukan seperti yang
dituduhkan akibat kelebihan dosis.
Pada kasus anak diare dengan keluar benjolan (RP30),
terlihat jelas bahwa pasien tidak mendapatkan
penjelasan yang cukup terhadap prosedur
penatalaksanaan yang dilakukan. Sangat mungkin
dokter yang menanganinya menduga kasus ini suspek
atau diagnosis klinis suatu prolapsus rektum, yang
membutuhkan pemeriksaan yang cermat dan konsultasi
beberapa dokter ahli termasuk dokter spesialis anak
dan dokter spesialis bedah. Jika hal ini terjadi tentu
membutuhkan tindakan operatif.15,16 Akan tetapi,
karena orang tua pasien tidak mendapatkan penjelasan
yang cukup, ia merasa dipermainkan dan menuduh
tindakan tersebut suatu malpraktek.
Begitu juga halnya dengan kasus demam berdarah
(RP25). Penjelasan yang diberikan dokter dan perawat
tidak memberikan pemahaman yang cukup bagi orang
tua pasien sehingga ia mengganggapnya malah menakut-
nakuti. Demam berdarah pada anak, yang disertai
gangguan sirkulasi atau telah terjadi syok berat (DBD
derajat III dan IV) membutuhkan perawatan,
pemantauan serius dan pemberian cairan parenteral
(infus).17 Orang tua pasien hanya menyangka dengan
mengatakan “Menurut pendapat saya” yang
mengindikasikan dia tidak diberikan penjelasan yang
cukup tentang kondisi penyakit anaknya.
Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tuduhan
malpraktek, dokter harus memberikan informasi yang
cukup dan dipahami oleh pasien tentang penyakitnya
dan penatalaksanaan yang akan dilakukan, serta
meminta persetujuan tertulis (informed consent) sebelum
penatalaksanaan itu dilakukan.13,14 Semua tindakan yang
dilakukan tersebut harus dicatat dengan rapi, terlebih
lagi jika terjadi pada kasus-kasus yang berisiko tinggi
untuk terjadinya tuntutan, seperti di unit gawat
darurat.18-21 Komunikasi yang baik terhadap pasien bisa
mengurangi ketidakpuasan pasien terhadap dokter.13,22
Ketidakpuasan pasien dan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan dokter dan rumah sakit selalu
akan selalu ada. Beberapa tinjauan pustaka
menunjukkan bahwa selalu ada perbedaan ekspektasi
pasien terhadap dokter tentang apa yang seharusnya
dilakukan berdasarkan standar pelayanan medis.23-24
Terlebih lagi, tindakan medis membutuhkan dasar ilmu
sebelum berbagai tindakan invasif, tindakan diagnostik,
medik, bedah dan berbagai pengobatan lainnya
dilakukan yang sering kali tidak dipahami oleh
masyarakat.25
Pemahaman responden tentang malpraktek tersebut
umumnya berdasarkan pengetahuan yang didapatnya
dari media massa. Bahkan mereka menilai malpraktek
banyak terjadi, seperti yang sering dilaporkan di media
massa. Dengan demikian terlihat bahwa media massa
memegang peranan penting dalam membentuk opini
masyarakat tentang pelayanan kesehatan dan isu-isu
malpraktek. Padahal penggambaran isu di media tidak
selalu mencerminkan realitas yang sesungguhnya.21
Akan tetapi, pemberitaan dan kritisi di media massa
dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan
kesadarannya tentang hak-hak dan tanggung jawabnya.
Hal ini bisa terwujud jika kritisi tersebutdilakukan
secara berimbang, karena hubungan profesional dokter-
pasien adalah kontrak pelayananmedis yang kedua belah
pihak harus menyadari akan hak dan tanggung
jawabnya.26 Begitu juga halnya bagi dokter, keterlibatan
media dalam mengkritisi pelayanan kesehatan dapat
meningkatkan akuntabilitas pelayanan tersebut secara
sosial dan mencegahnya dari kelalaian dan keteledoran
(careless and negligence), serta dapat meningkatkan
kesadaran mereka akan tanggung jawab profesional dan
moral, kode etik, penegakan hukum, dan hak-hak
pasien.27, 28
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KESIMPULAN
Opini masyarakat tentang malpraktek kedokteran sesuai
dengan pandangan ilmu etika kedokteran. Masyarakat
juga memahami bahwa kesalahan prosedur, diagnosis
dan penatalaksanaan merupakan aspek dalam terjadinya
malpraktek. Namun masyarakat lebih menitikberatkan
kepada akibat yang dialami oleh pasien, yang lebih
mengadopsi nilai filosofis konsekuentialis dan kurang
mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan oleh
dokter berdasarkan nilai-nilai moral dan standar medis.
Beberapa pengalaman masyarakat tentang malpraktek
kedokteran terdapat kasus-kasus yang harus menjadi
perhatian dokter, rumah sakit, dan petugas kesehatan
lainnya, seperti ketidaksiapan alat dan tidak adanya
persetujuan sebelum dilakukannya penatalaksanaan.
Akan tetapi, lebih umum pandangan masyarakat
tentang malpraktek merupakan ungkapan
ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang didapatkan.
Ketidakpuasan tersebut muncul akibat kurangnya
komunikasi dan rendahnya kualitas informasi dari
dokter atau petugas kesehatan. Oleh karena itu untuk
mencegah berbagai tuduhan malpraktek, maka
komunikasi yang baik dan pemberian informasi yang
cukup mutlak dilakukan sebelum tindakan
pemeriksaan dan pengobatan dilakukan.
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